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Krisis Energi = Krisis Ideologi
 Akibat kebijakan energi primer yang tidak pro-rakyat, Indonesia mengalami krisis energi. Pengelolaan listrik
sebaiknya tetap dipegang oleh pemerintah dengan target benefit oriented.

risis listrik yang terjadi be-

berapa tahun terakhir ini

mengundang keprihatinan

mendalam dari Ahmad

aryoko. Bahkan kepriha-

tinan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat

Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara

Strategis (BUMNS) itu juga menyangkut

hal yang lebih luas. Yakni menyangkut

krisis energi secara keseluruhan. *’Kita

ini katanya kaya sumber daya alam, kaya

‘ akan barang-barang mineral yang menjadi

sumber utama energi, nyatanya kita malah
kesulitan,” katanya.

Dalam analisis Ahmad Daryoko,
sumber utama krisis yang melanda negeri ini
berpangkal pada masalah ideologi. Menurut
dia, pada saat ini, pengelola negeri ini tidak
memiliki ideologi sebagaimana dicita-
citakan founding father. Yakni Pancasila.
Pengelola negara pada saatini lebih condong
ke kapitalis. ‘’Pada hakikatnya, modal asing
tidak harus ditolak. Modal asing menjadi
masalah manakala keberadaannya
mengancam kedaulatan negeri ini,”
ujarnya.

Contoh paling nyata bahwa
kapitalisme tengah berupaya
menghancurkan sendi-sendi per-
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ekonomian bangsa ada pada pengelolaan
listrik. Yakni munculnya ide privatisasi
Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai-
mana tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan,
yang akhirnya dibatalkan Mahkamah
Konstitusi pada Desember 2004. Di
sana, kegiatan kelistrikan dibagi menjadi
beberapa unit: pembangkit, transmisi,
distribusi, danretail. Tiap-tiap unitdikelola
oleh badan usaha, termasuk swasta dan
asing, yang berbeda-beda.

Model pasar bebas kelistrikan yang
disebut unbundling itu, jika diterapkan, di-
pastikan akan membawa dampak negatif.
Pengelolaan oleh' perusahaan secara
terpisah (dan dibolehkan oleh swasta), atas
kegiatan pembangkit, transmisi, distribusi,
dan retail akan mendorong adanya multi-
transfer pricing, dan tiap-tiap segmen
akan mengejar keuntungan sendiri-sendiri.
Model seperti ini akan menimbulkan
kenaikan tarif listrik berlipat. Bahkan
bisa mencapai 20 kali lipat.
Hal ini, misalnya, terjadi di
Kamerun.

Contohlainnyaterjadidi
Inggris pada masa Perdana
Menteri (PM) Margaret
Thacher. Namun model
unbundling di Inggris itu
diubah dan dikembalikan

TRESNA NURANI

ke vertically integrated system pada masa
PM Tony Blair. Pemerintah Malaysia di
zaman Mahathir Mohamad pernah pula
didesak IMF untuk meng-unbundling-kan
sistem kelistrikannya. Namun dengan tegas
Mahathir mengusir IMF, sehingga sistem
kelistrikannya masih seperti Indonesia,
yaitu bundling system.

Belajar dari pengalaman tersebut,
dan terlebih mengingat UUD 1945, sistem
kelistrikan di Indonesia sebaiknya tetap di-
kelola oleh pemerintah dengan target benefit
oriented. Yakni untuk keuntungan sebesar-
besarnya bagi masyarakat, sebagaimana
halnya pemerintah menyediakan jalan raya
dan infrastruktur yang lain. Pengelolaan
listrik harus dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi, tetap menarik dan mengundang
investor, mampu mencerdaskan kehidupan
bangsa, serta mendorong fasilitas umum.

Bagaimana caranya? Ahmad
Daryoko mengusulkan agar pimpinan
bangsa ini berani membuat kebijakan
energi yang menguntungkan rakyat. Antara
lain menerapkan kebijakan energi primer
(minyak, gas, dan batu bara) yang pro-
dalam negeri/rakyat. Artinya, energi primer
hasil bumi Indonesia dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kepentingan energi di dalam
negeri. ‘' Tidak seperti sekarang, hasil bumi,
minyak, gas, dan batu bara semuanya dijual
ke luar negeri,” katanya.

Dampak kebijakan energi yang tidak
pro-rakyat pun terasa pada saat ini: listrik
byar-pet lantaran kelangkaan minyak,
gas, dan batu bara, yang semuanya dijual
ke luar negeri. Pemerintah sedang meng-
alami krisis ideologi yang berakibat krisis
kepemimpinan. Untuk waktu yang akan
datang, kita menginginkan seorang pe-
mimpin yang berkarakter dan visioner,
yang ditunjukkan dengan sikap, antara
lain, berani menasionalisasi aset-aset
strategis yang dikuasai asing, berani me-
nunda pembayaran utang luar negeri, dan
berani mengembangkan potensi nuklir se-
bagaimana Iran, Pakistan, India, dan Korea
Utara.e

Ahmad Daryoko, Sekretaris Jenderal Federasi
Serikat Pekerja PLN
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Berbagi Beban Krisis Listrik

Memindahkan hari kerja industri bukan jawaban jitu masalah kurang listrik.

Efisiensi dan kenaikan tarif selektif perlu ditimbang.

EMERINTAH seperti kehilangan akal dalam meng-

atasi krisis listrik. Mulai pekan depan, industri di-

haruskan menjadikan Sabtu dan Minggu sebagai

hari kerja. Dasar keputusan bersama lima menteri
itu sederhana. Pada setiap hari kerja, wilayah Jawa-Bali
mengalami defisit 600 megawatt. Sebaliknya, pada hari
libur, Sabtu dan Minggu, terjadi surplus listrik. Ini bu-
kan solusi yang menyentuh inti persoalan.

Inti soalnya, tarif listrik di Indonesia di bawah ongkos
produksi. Akibatnya, PT Perusahaan Listrik Negara se-
lalu mengalami defisit, yang tahun ini diperkirakan lebih
dari Rp 70 triliun. Tekor itu ditambal dengan anggaran
subsidi pemerintah dan kas PLN sendiri. Beban subsidi
listrik itu semakin besar karena harga minyak dan batu

bara—bahan bakar penggerak pembangkit listrik—juga

menanjak terus.

Dua hal yang membelit PLN itulah yang perlu serius
dipikirkan jalan keluarnya, ketimbang mencari solusi
parsial dengan memindahkan hari kerja. Kerepotan akan
terjadi. Buruh bakal menuntut uang lembur. Transporta-
si, perbankan, pelabuhan, bea-cukai, serta infrastruktur
lain belum tentu mendukung kerja di hari libur itu. Jika
tidak siap benar, kebijakan baru ini malah memunculkan

' biaya tambahan.

Solusi sementara yang bisa ditempuh adalah memak-
simalkan pasokan. Sebab, saat ini kapasitas listrik terpa-

ng masih sekitar 3.000 megawatt di atas konsumsi pada
beban puncak. Tapi, karena ada perbaikan pada bebera-
pa pembangkit dan suplai gas tak lancar, pasokan men-
jadi kurang. Perbaikan perlu dilakukan segera untuk me-
ningkatkan suplai. Solusi ini akan sangat berarti sembari
menunggu proyek pembangkit listrik tenaga batu bara
sepuluh ribu megawatt selesai dibangun pada 2011.

 Pemerintah tak boleh berhenti sampai proyek sepuluh
ribu megawatt itu selesai. Konsumsi listrik lima tahun

mendatang pasti juga meningkat. Maka investasi di sektor
listrik merupakan keharusan. Tak bisa lain, kesulitan be-
sar PLN selama sepuluh tahun terakhir ini perlu diberes-
kan: keuangan pabrik setrum itu mesti dibuat sehat.

Selain melakukan efisiensi, PLN harus mengatur per-
mintaan listrik. Pengaturan untuk membatasi konsumsi,
misalnya, bisa dilakukan dengan menaikkan tarif secara
selektif. Sejak awal tahun ini, banyak perusahaan me-
matikan gensetnya dan kembali menjadi pelanggan PLN
karena harga minyak melonjak. Dengan -genset, biaya
produksi listrik bisa mencapai Rp 3.450 per kilowatt-jam,
jauh di atas biaya produksi PLN yang Rp 1.300. Harga
jual listrik PLN hanya Rp 630. Jelas saja pabrik tak mau
memakai genset. Tarif industri perlu dinaikkan.

Konsumsi pelanggan "rumahan” juga perlu diatur.
Pembatasan tarif subsidi perlu diberlakukan: Disaran-
kan tarif subsidi hanya diberikan kepada pelanggan ke-
las di bawah 2.200 kilovolt-ampere. Konsumen di atas ke-
las itu diperkirakan lebih banyak memakai listrik untuk
menambah kenyamanan hidup ketimbang memenuhi ke-
butuhan pokok. - :

Bila semua program ini dijalankan, rapor pabrik se- |
trum negara itu diprediksi bisa kembali biru, seperti se-
belum krisis ekonomi 1997. Investasi untuk menambah
pasokan pun bisa kembali dijalankan. :

MenaikKan tarif listrik secara selektif merupakan salah
satu cara yang bisa ditempuh. Pemerintah mestinya bera-
ni mengambil tindakan tak populer ini. Lagi pula, warga
kelas bawah tak akan memprotes karena tak terkena ke-
naikan. Sebaliknya, konsumen kelas atas dengan kekuat-
an ekonominya pasti sanggup menanggung tambahan
tagihan. Konsumen sudah terlalu lama dimanjakan de-

~ ngan listrik murah. Ini saatnya berbagi beban agar krisis
listrik segera berlalu.
|
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Tak Ada Perencanaan untuk
Mem-back-up Pertumbuhan

ETELAH rakyat di pedalam-

an, sekarang giliran para

pengusaha yang berdebar-

debar lantaran harus meng-

alami pemadaman listrik
berkala. Listrik yang byar-pet, seben-
tar nyala, sebentar padam, jelas mem-
buat mereka cemas. Proses produksi
yang sudah direncanakan matang bisa
berantakan.

Apalagi pemadaman yang dilaku-
kan Perusahaan Listrik Negara di la-
pangan ternyata sering tidak sesuai
dengan jadwal yang sudah dibagikan.
Dijadwalkan padam, eh, ternyata lis-
trik tetap menyala. Sebaliknya, dijad-
walkan hidup, tiba-tiba listrik mati.

Beban pengusaha kian bertambah
lantaran terbitnya surat keputusan
bersama lima menteri yang mengha-
ruskan mereka menggeser hari kerja
ke Sabtu-Minggu. Perusahaan Listrik
Negara diberi wewenang menjatuhkan
sanksi jika dunia usaha tak mematuhi
ketentuan ini.

Sebagai "kepala suku” para peng-
usaha, Mohamad Suleman Hidayat ke-
tiban pulung ikut memikirkan per-
soalan kelangkaan setrum ini. Dalam
posisi sebagai Ketua Kamar Dagang
dan Industri Indonesia, ia telah be-
berapa kali mengundang Perusahaan
Listrik Negara untuk mendiskusikan
masalah listrik. Jumat pekan lalu, ke-
pada Grace S. Gandhi dan forografer

| Gerry Andria dari Tempo ia memba-
| gi pendapatnya tentang persoalan ini.

Berikut ini petikannya.

listrik saat beban puncak?
Kami masih melakukan kajian. Ada

f kawasan industri, kebanyakan ter-

membicarakan kenaikan tarif, tapi
mereka minta jaminan tidak ada lagi
pemadaman. Di sisi lain, buat indus-
tri-industri menengah ke bawah, ke-
naikan tarif menjadi beban berat.

Pengusaha besar tidak yakin, dengan
kenaikan tarif, tak ada lagi pemadaman?

Iya. Mereka belum yakin kenaikan
tarif bisa menjamin listrik tidak lagi
padam. Soalnya, PLN sekarang ada
minus, tekor Rp 26 triliun (tambahan
subsidi listrik akibat kenaikan har-
ga minyak). PLN minta sebagian be-
sar, kalau bisa seluruh kekurangan Rp
26 triliun itu, dibebankan ke indus-
tri. Nah, kami hitung-hitung, untuk
menambal Rp 26 triliun itu, kenaikan
tarifnya 80 persen untuk golongan I-3,
1-4, dan B-3. Itu tidak mungkin. Ter-
lalu tinggi.

Sebaliknya, apa alasan pengusaha kelas
menengah-bawah menolak kenaikan tarif
listrik?

Mereka menganggap kenaikan tarif
itu tidak fair. Tapi, setelah berbicara
dengan PLN, kami jadi mengetahui
apa kesulitan PLN. Jadi kami secara
moderat mau mencari problem solving,
menjajaki problem masing-masing.
Kami juga memberi tahu beban peng-
usaha, kan ada beban resmi dan beban
tidak resmi di industri. PLN juga ha-
rus tahu itu.

Mengapa mereka menganggap kenaikan
tarif tidak fair?

Bukan cuma PLN yang ingin di-
tanggulangi negative cash flow-nya.
PLN tidak melihat cash flow peng-
usaha juga berat.

untuk menggeser hari kerja ke Sabtu-
Minggu?

Sebelum keputusan itu dibuat, saya

g at._a

bahwa pergeseran itu hanya semen-
tara. Memang dalam situasi darurat,
usul itu kami terima dengan catatan:
pertama, sifatnya harus sementara,
hanya beberapa bulan. Kedua, per-
geseran hari kerja ke Sabtu-Minggu
harus diatur dengan petunjuk pelak-
sanaan. Menteri Tenaga Kerja seha-
rusnya membuat surat edaran atau ke-
putusan menteri yang mengatur soal
pergeseran hari kerja itu. Tapi peme-
rintah tidak bersedia melakukannya.
Apakah pemerintah takut dituntut?
(Tersenyum, tidak menjawab per-
tanyaan itu.) Kerhenterian Tenaga
Kerja hanya menyelenggarakan rapat
tripartit dan hasilnya pengusaha bisa
menerima. Tapi penyelesaian dengan
buruh atau pekerja akan diselesaikan
melalui serikat-serikat pekerja. Mu-
dah-mudahan buruh bisa menger-
ti, karena ini keadaan darurat. Tapi
Anda tahu sendiri, ada sekitar 90 unit
atau organisasi pekerja. Sering kali
kalau ada masalah-masalah begini,
sadar atau tidak sadar, mereka suka
mempolitisasi. Bukan problem solving.
Jadi saya minta juga kesadaran mere-
ka. Tapi sepanjang sifatnya sementara,
mungkin pengusaha dan pekerja bisa
menerima. «
Mengapa dalam surat keputusan
bersama tidak disebutkan sampai kapan
pergeseran hari kerja itu dilakukan?
Tidak tahu. Tidak mungkin perge-
seran Sabtu-Minggu itu dilakukan
sampai Desember 2009, saat proyek
10 ribu megawatt dimulai. Maka kita
sepakat sifatnya hanya sementara. Ka-
lau pemerintah mengatakan sampai
akhir Desember, pasti akan kena pro-
tes. Jadi soal ini diambangkan. Saya
mengambil inisiatif, yuk cari jalan
lain yang lebih realistis.



Apa kesulitan pengusaha dalam
melakukan pergeseran hari kerja?

Memang ada masalah-masalah tek-
nis. Pergeseran Sabtu-Minggu itu
akan menggeser kebiasaan pekerja
bertemu dengan keluarga. Bagi kaum
Nasrani yang beribadah Sabtu atau
Minggu bagaimana? Apakah diberi

»

Karyawan PT Danliris Sukoharjo merawat mesin pemintal saat listrik pabrik dipadamkan.

perkecualian atau tidak boleh ke ge-
reja atau harus tetap bekerja? Ini juga
harus diperhatikan. Kan tidak mung-
kin kalau harus tetap bekerja? Ini hal
yang sangat sensitif dan memerlukan
kebijakan khusus. Mudah-mudahan
bisa segera diatasi agar tidak menim-
bulkan protes.

Bagalmana pula kaltannya dengan mitra
kerja pengusaha di luar negerl?

Ada beberapa sektor produksi yang
karena hari kerja digeser dan harus
tetap memenuhi kontrak order dengan
buyers, pengiriman barang dilakukan
Sabtu-Minggu. Saya sudah minta ke
Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulya-
ni Indrawati), bisa tidak pemerintah
konsekuen? Bisa tidak Kantor Bea dan
Cukai di pelabuhan buka, petugas Bea
dan Cukai masuk Sabtu-Minggu? Bu
Ani menjawab, kalau Bea dan Cukai
buka, apa perbankan juga bisa buka?
Ya, saya bilang lagi, itu harus dibica-
rakan dengan Bank Indonesia.

Anda melihat pergeseran waktu kerja ini
bermasalah....

Ada rentetan yang mungkin harus
dilihat satu per satu. Mungkin be-
lum terpikirkan ketika Wakil Presiden
mengeluarkan ide ini. Dunia usaha
setuju sepanjang sifatnya sementara.
Sambil itu berjalan, saya dan teman-
teman ingin melihat lebih realistis
apa,sih, masalah PLN? Kenyataan-
nya kan sekarang sudah begini? Kami
mau menggugat kayak apa, tidak akan
terpecahkan problemnya. Jadi kami
bilang ke PLN, "Oke, sekarang kami
mau tahu angka-angka dan bebanmu.”
Dalam rapat-rapat, sudah keluar se-
mua angka-angka itu. Tinggal men-

cari solusinya.

Apakah semua Iindustri bersedia
melakukan pergeseran waktu kerja?

Ada industri yang bekerja 24 jam,
tujuh hari seminggu, 365 hari per ta-
hun. Saya kira jenis industri seperti
ini tidak boleh tersentuh karena in-
dustri jenis ini tidak bisa dibuat li-
bur. Kayak cold storage, kalau indus-
tri ini diberhentikan, habis semua
produknya. Usaha ini harus kena lis-
trik terus. Ini sudah disetujui peme-
rintah. Ada sektor-sektor yang dike-

| cualikan dari surat keputusan itu.

Para pengusaha menerima surat
keputusan bersama itu langsung berlaku
14 Juli?

Kalangan dunia usaha, sih, maunya
paling cepat akhir Agustus, karena
banyak masalah yang mesti disele-
saikan. Jadi pengusaha belum sepakat.

Bagaimana Kadin melihat masalah yang
dihadapi PLN?

Ada beberapa hal pokok yang diha-
dapi sekarang. Tidak ada suplai lis-
trik untuk penyambungan baru, baik
pelanggan lama maupun pelanggan
baru. Padahal pelanggan lama mem-
butuhkan penambahan daya untuk
ekspansi, sedangkan sambungan baru
sekarang ini sudah ditolak.

Industri apa saja yang ditolak melakukan
sambungan baru?

Terutama usaha-usaha yang meng-
konsumsi listrik besar. Bukan hanya
di industri, melainkan juga di sektor
bisnis besar, seperti perkantoran, ho-
tel, dan mal. Pelanggan lama juga tak
bisa menambah daya baru.

Seberapa besar kerugian dunia usaha
akibat pemadaman listrik?

Byar-pet ini sangat merugikan. Ka-
lau mau positive thinking, sih, ini ka-
rena konsumsi meningkat akibat
ekonomi tumbuh. Permukiman-per-
mukiman baru bermunculan, kawasan
industri makin berkembang. Pertum-
buhan itu memang dipacu oleh peme-
rintah. Economic growth terus diting-
katkan di atas enam persen. Tapi ini

| tidak diimbangi dengan perencanaan
| yang matang untuk mem-back-up per-
| tumbuhan.

Investor asal Jepang di Indonesia terang-
terangan mengeluhkan pemadaman listrik,
ya....
Sekitar 400 investasi Jepang di In-
donesia mencatat ada lebih dari 110
pemadaman selama setahun terakhir.

E| Sebagian besar tanpa pemberitahuan
| dan tidak ada jadwal pemadaman

yang jelas, sehingga sangat meng-
ganggu proses produksi dan merugi-
kan mereka secara komersial. Kadin
Jepang, yang diwakili Jakarta Japan
Club, menyurati Duta Besar Jepang di
Indonesia. Duta Besar kemudian me-
nyurati Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral yang ditembuskan juga
ke Kadin. Mereka minta penjelasan
bagaimana menanggulanginya.
Benarkah di lapangan Jadwal :
pemadaman bergllir itu sering tidak tepat?
Buat dunia usaha, jadwal pema-
daman itu harus ditaati supaya bisa
menyesuaikan proses produksi. Tapi
sering kali terjadi, jadwalnya tidak
tepat. Yang dijadwalkan mati tetap
nyala, yang tidak dijadwalkan tiba-

| tiba mati. Buat sektor industri dan du-

nia usaha, itu sangat merugikan.

Ada jadwal tapl ngawaur....

Iya... (tertawa). Itu yang membuat
kita sangat terpukul. Ketika dijadwal-
kan akan mati, kan proses produksi
disesuaikan, eh, tetap nyala. Atau di-
jadwalkan nyala, ketika sedang pro-
ses, tiba-tiba mati.

Menurut Anda, kebijakan energi kita
amburadul?

Mungkin demikian. Saya sudah
mengusulkan ke Menteri Negara Ba-
dan Usaha Milik Negara agar pe-
rusahaan-perusahaan negara yang
produksinya sangat terkait dengan
kepentingan dunia usaha, sektor riil,
membuat action plan sendiri sehingga
bisa mengikuti tingkat pertumbuhan.
Perencanaan itu minimal per lima ta-
hun. Dulu kita punya Repelita (Ren-
cana Pembangunan Lima Tahun) se-
hingga bisa kelihatan. Kadin pernah
mengeluarkan road map industri pada
2004 dan sudah diserahkan ke peme-
rintah. Itu dibikin 100 asosiasi dalam
dan luar negeri. Ambil saja itu, tinggal
diperbarui.

|



HUBUNGAN MASYARAKAT

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

O BISNIS INDONESIA O SUARA KARYA
O INVESTOR DAILY O SEPUTAR INDONESIA
O KOMPAS O SUARA PEMBARUAN
O KORAN TEMPO O SINAR HARAPAN
O KORAN KONTAN O TABLOID KONTAN
O MEDIA INDONESIA O THE JAKARTA POST
O NERACA O MAJALAH GATRA
O PIKIRAN RAKYAT ® MAJALAH TEMPO
O RAKYAT MERDEKA O MAJALAH TRUST
O REPUBLIKA 0

KODE : @ LISTRIK 0 MINERAL, BATU BARA 0 GEOLOG!

0 MIGAS DAN PANAS BUMI 0O UMUM
. O ENERGI ALTERNATIF
JAN FEB MAR APR MEI JUN ‘JUL ) AGST SEPT OKT NOV DES
1 2345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26(2D) 28 29 30
HALAMAN: (O TAHUN 200

Tolak Ganti Hari Libur

ULAI 28 Juli, industri di In-

donesia harus mulai mengge-

ser hari libur dari Sabtu dan
Minggu ke harilain, minimal dua kali
dalam sebulan. Menurut pemerintah,
kebijakan ini untuk mengatasi krisis
listrik. Pada setiap hari kerja, Senin-
Jumat, selalu terjadi defisit pasokan
arus hingga 600 megawatt. Semen-
tara itu, pada hari libur, setrum yang
nganggur bisa mencapai 2.000 mega-

watt. Diharapkan, setelah perubahan
ini, tak perlu ada lagi pemadaman listrik
bergilir.

Pemerintah mengatakan kebuakan ini
hanya berlaku sementara, sampai pasok-
an listrik kembali normal. Apa kata res-
ponden jajak pendapat Tempo Interaktif
soal ini? Dalam jajak pendapat periode -

9-16 Juli 2008, mayoritas responden tal
setuju dengan kebuakan tersebut. 2
.

naiknya harga minyak.

Krisis listrik kan tanggung jawab pemerintah. Jangan
mengorbankan masyarakat yang sedang susah karena

Bambang Sunarso, Jalcartq ?

Setujukah Anda atas rencana
pemindahan sebagian jam

kerja industri ke hari libur?

Keadaan darurat listrik perlu dicarikan solusinya.
pejabat PLN yang tidak cakap mengelola perusahaan.
Galumbang C. Sitinjak, Jakarta

Untuk kebaikan bersama, kita perlu bertoleransi
terhadap pemerintah dan pengusaha agar negara ini

tetap berkibar. y 4
Adnan, Banten 25
i

Total:
100% =314
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PEDAGANG GENSET.

TRUST/SUTIKNO i

Dian P. Saraswati dan Wisnu Arto Subari
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Akibat pasokan listrik yang byar pet
itu, PLN pun terpaksa sering melakukan
pemadaman bergilir. Setelah itu, pemerin-
tah mencoba ikut turun tangan. Tapi, lang-
kahnya aneh. Pemerintah malah mengelu-
arkan surat keputusan bersama (SKB) li-

_ ma menteri yang akan diberlakukan mulai

*21 Juli nanti.
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Dalam SKB ini, industri diharuskan
mengalihkan waktu libur kerja selama,
maksimal, dua hari dalam satu bulan. Pen-
jadwalan pergeseran hari libur menjadi
hari kerja itu akan diatur oleh pemerintah
daerah bersama PLN. Keputusan yang ru-
mit dan, terus terang, sulit dilaksanakan.

PLN juga tidak tinggal diam. BUMN ini
lantas berniat menaikkan tarif listrik in-
dustri. Selama ini ada dua model yang di-
terapkan PLN untuk tarif industri. Ada ta-
rif prila yang listriknya langsung dikirim
gardu induk tanpa gangguan sebesar Rp
1.500 per kWh. Sedangkan satunya lagi ta-
rif yang dihitung dalam jam dan besarnya
hampir Rp 500 per kWh. "Padahal, biaya
produksi listrik sekarang sudah Rp 1.300
per kWh,” ujar Fahmi Mochtar, Direktur
Utama PLN.

Lantas, akan seberapa besar kenaikan
tarif listrik untuk PLN ini? "Itu yang akan
kami bahas dengan Kadin,” ujar Fahmi.

£

AGUS TJAHAJANA WIRAKUSUMAH

Yang pasti, rencana PLN untuk menaikkan
tarif listrik sudah memperoleh lampu hi-
jau dari DPR. "Boleh-boleh saja PLN mena-
ikkan tarif listrik industri. Toh, antara PLN
dengan Kadin pasti akan ada pembicaraan
untuk mencapai kesepakatan,” tutur Wakil
Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana.
Menurut Sutan, DPR tak akan ikut campur
soal tarif listrik industri. Tapi, kalau yang
naik adalah tarif dasar listrik (TDL), maka
akan menjadi urusan DPR.

Nah, akhir pekan lalu, pembahasan
PLN dan Kadin sudah dimulai. Ahmad

Taufik Haji, Deputi Direktur Niaga Jawa-
Bali PLN, mengatakan, kenaikan tarif un-
tuk industri masih dalam tahap diskusi.
"Intinya memang ke sana (menaikkan ta-
rif ),” ujar Ahmad.

Ia menambahkan, PLN menginginkan
semua cost recovery dibayar oleh pengu-
saha. Namun, ujar Ahmad, pengusaha me-
milih menaikkan tarif berkisar angka 10%-
50%. "Angka itu datangnya dari Kadin,”
katanya.

Bambang Soesatyo, Ketua Komite Te-
tap Fiskal dan Moneter Kadin, mengakui
bahwa angka 10%-50% berasal dari Kadin.
Namun, itu masih sebatas wacana. "Sebe-
narnya Kadin menolak kenaikan tarif lis-
trik,” ujar Bambang. Sebab, tarif listrik
PLN saat ini lebih mahal bila dibanding di
negara tetangga, seperti Thailand, Singa-
pura, dan Malaysia.

Sebelum ada kenaikan, Kadin mengaju-
kan syarat agar PLN diaudit. Supaya semua
jelas. Saat ini, PLN mengklaim bahwa bia-
ya produksi PLN mencapai Rp 1.300 per
kWh. "Itu apa dasarnya?” kata Bambang.

KADIN DAN APINDO BEDA SUARA
Bambang lalu mengingatkan, PLN sela-

lu beralasan biaya produksi naik lantaran

harga batu bara naik. Padahal pemasok ba-

SOFJAN WANANDI

ru bara PLN masih dibayar dengan harga
lama, Rp 800 ribu per ton. Maklum, itu se-
suai kontrak lama yang bersifat jangka
panjang dan batu bara yang dipakai PLN
juga bukan batu bara kelas satu yang ber-
kalori tinggi. '

Tak hanya itu, ujar Bambang, banyak
pemasok batu bara yang dikecewakan
PLN. Barang yang sudah dikirim ke PLTU,
diklaim tidak bagus oleh PLN. Daripada
batu bara dibawa pulang, pemasok pun
menjualnya kepada makelar di sekitar
PLTU. Nah, oleh para makelar, batu bara

ini dijual lagi kepada PLN—dan diterima._
“Jadi memang permainannya seperti itu.
Seperti ada mafianya,” tuding Bambang.
Nah, permainan seperti itulah yang diha-
rapkan bisa terungkap lewat audit itu tadi.

Bambang memang kencang mengkri-
tik PLN. Tapi, ia cukup kooperatif dengan
rencana kenaikan tarif. Ini berbeda de-
ngan sikap kalangan pengusaha lainnya.
Mereka yang tergabung dalam Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), misalnya,
masih menolak rencana itu. Sofjan Wanan-
di, Ketua Apindo, tegas-tegas menolak ke-
naikan tarif listrik industri. "Tidak ada
pembicaraan mengenai hal itu (kenaikan
tarif listrik) antara pengusaha dan PLN.
Kami cuma diajak berbicara mengenai pe-
makaian listrik pada waktu beban puncak
dan di luar beban puncak,” ucap Sofjan.

Sofjan melanjutkan, kenaikan tarif lis-
trik bukan merupakan pilihan yang ingin
ia setujui. Alasannya, kenaikan tarif listrik
industri bisa meningkatkan jumlah peng-
angguran, karena industri bisa melakukan
efisiensi besar-besaran. Sebaliknya, dia
menuntut pemerintah untuk memeriksa
PLN dan memperbaiki manajemen di PLN.
"PLN harus diperiksa mengapa bisa mem-
beli harga BBM dan batu bara dengan har-
ga mahal,” kata dia.

FOTO-FOTO: TRUST/SUTIKNO

FAHMI MOCHTAR

Agus Tjahajana Wirakusumah, Sekreta-
ris Jenderal Departemen Perindustrian, la-
lu menyarankan agar PLN lebih rajin da-
lam mendekati kalangan pengusaha. Soal-
nya, ada banyak kelompok dalam pengu-
saha. Menurut Agus, ada kelompok peng-
usaha yang sanggup menanggung beban
kenaikan tarif listrik industri dan ada pula
yang tidak. "Pokoknya, walaupun kenaik-
an tarif ini bersifat business to business,
PLN tetap harus bicara dengan sebanyak-
banyaknya asosiasi,” ujar Agus.

Sebuah gagasan yang bijak. (]
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Syarat Jika SKB Jilid Il Mau Nongol

‘emerintah Illllll
D(IIII Berhemat!

Surat Keputusan Bersama
(SKB) Lima Menteri, baik
jilid 1 dan Il tetap tak
efektif menyelesaikan
masalah krisis energi di
Indonesia. Pemerintah
malah diminta berhemat
i terlebih dahulu.

HAL ini ditegaskan ekonom
* Universitas Indonesia (UI) Faisal *
Basri, SKB Lima Menteri Jilid I
tentang pengalihan jam kerja dan ~
SKB Jilid II tentang penghematan
energi di sektor bisnis, seperti pu-
sat perbelanjaan atau mal, per-
hotelan, perkantoran swasta, hing-
ga papan reklame dikatakannya
tidak efektif dalam upaya penghe-
/' matan listrik.
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Langkah Basi Hemat

Sektor ritel dan bisnis diminta lagi untuk berhemat listrik

Lag |-l i, sektor bisnis
' dcn kudu berhemat.
Mereka harus bergiliran
menyalakan genset sebu-
lan sekali. Sudah bogﬂu,
mereka wa me otel

|wza suhu 2 derqui

Celsius. Cuma, ini terma-
suk langkah usang.

Ali Imron Hamid

I (alau ada yang kebingungan
caranya menghemat listrik,
Perusahaan
Negara (PLN). Lihat saja, buntut
dari usaha pejabat setrum negara
itu untuk menghemat listrik ada-
lah mengetok surat keputusan
bersama (SKB) 5 menteri.
Padahal, jauh sebelum aturan
main ini diteken, sejumlah pusat
perbelanjaan, hotel maupun per-
kantoran sudah lebih dulu ber-
‘ upaya menghemat energi. Cara-
nya, menggunakan lampu hemat
- energi dan menaikan temperatur
alat pendingin ruangan alias AC.
Toh, upaya ini belum bisa me-
nambal kekurangan pasokan lis-
trik. Itu sebabnya, PLN menggan-
deng Departemen Perdagangan
(Depdag) duduk bersama dan

membikin surat keputusan di luar
SKB 5 menteri itu. Mereka juga
merangkul tiga asosiasi besar, ya-
itu Asosiasi Pengelola Pusat Be-
lanja (APPBI), Asosiasi Pengusa-
ha Ritel Indonesia (Aprindo), dan
Asosiasi Pengusaha Real Estate.
PLN, Depdag, dan tiga asosiasi
ini sudah berunding bersama seti-
daknya enam kali dalam sebulan
terakhir. Tujuannya jelas, meru-
muskan draf aturan. “Aturan ini

juga akan berlaku untuk Jawa-

Bali,” kata Direktur PLN Jawa,
Madura, Bali Murtagi Syamsuddin.
Dari enam kali pertemuan itu,
PLN, Depdag, dan asosiasi meng-
hasilkan tiga macam rumusan
yang sebetulnya sudah usang.
Rumusan itu dibikin dengan mem-
pertimbangkan keinginan pelaku
bisnis agar tetap beroperasi.

Pertama, pengelola pusat per-
belanjaan diminta mengurangi
penggunaan AC, dengan cara me-
nurunkan suhu dari 22° Celsius

“menjadi 25° Celsius.

Kedua, mal, hotel, maupun per-
kantoran diminta menyalakan
genset secara bergiliran setidak-
nya sebulan sekali.

Ketiga, mengurangi jam opera-
sional pusat perbelanjaan yang
semula pukul 09.00 hingga 22.00
menjadi pukul 11.00 hingga 21.00.

PLN juga berencana memonitor

pengguna listrik yang paling tinggi

(3



dan memberi pengarahan supaya
yang bersangkutan lebih hemat
listrik saat beban puncak.

Menurut hitungan PLN, cara
tersebut bisa menghemat penggu-
naan daya listrik saat beban pun-
cak sebesar 20%. Angka itu setara
dengan sumbangan pasokan lis-
trik sebesar 600 MW.

Pengusaha tak setuju

Hanya saja, Ketua Harian Ap-
rindo Tutuim Rahanta bilang, tidak

- semua sektor ritel seperti mal
sampai menyalakan AC dengan

KONTAN/Daniel Prabowo

suhu 25° Celsius sepanjang hari.
Pasalnya, ini bisa mengurangi ke-
nyamanan pengunjung dan efek-
nya bisa menurunkan omzet pe-
nyewa (tenant) di mal.

Bisa jadi aturan itu cocok diber-
lakukan di daerah bersuhu dingin
seperti Bandung. “Tapi kalau di
daerah yang panas, bisa menim-
bulkan masalah,” ujar Tutum.

Belum lagi soal kebijakan pe-
ngurangan waktu operasional.
Asal tahu saja, selama ini kontrak
antara pengusaha dengan pihak
merek mewajibkan jam penjualan
barang antara pukul 10.00-22.00.
Jika ini diubah, maka akan meng-

ubah kebiasaan belanja konsu-
men pula. Tahu sendiri, selama ini
jam paling produktif untuk belan-
ja di kota besar adalah di malam
hari. Kalau jam operasional mal
berubah, bakal ada perubahan
atau bahkan akan mengurangi
minat belanja. “Ini akan membuat
wisata belanja kita gagal,” kata
Ketua Umum Asosiasi Pengelola
Pusat Belanja Indonesia (APPBI)
A. Stefanus Ridwan S.

Jika pengusaha harus menyala-
kan genset agar malnya bisa tetap

* beroperasi seperti sebelumnya,

yakni satu jam lebih lama dari
ketentuan baru, mereka harus
Menurut kalkulasi Ridwan, sela-
ma sebulan, pengusaha akan me-
mikul tambahan biaya pembang-
kit listrik milik sendiri sekitar
Rp 1 miliar per unit.

Singkatnya, kata Ridwan, aturan
ini akan mengurangi omzet dan
terganggunya pasokan dari pabrik-
an. Padahal, hampir 80% produk
yang dilego di pusat perbelanjaan
adalah produk lokal.

Toh, pemerintah masih angin-
anginan menjalankan aturan baru
ini. Malah bisa dibilang, realisasi-
nya masih jauh. Soal kapan SK itu
keluar pun, yang berwenang cuma
bilang, “Kami masih membahas-
nya,” tandas Ardiansyah Parman,
Sekjen Depdag. Q
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